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ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya dengan perbedaan baik bahasa, budaya
termasuk agama yang dianut oleh penduduknya, sehingga karena perbedaan ini tentunya akan
mengalami berbagai permasalahan dalam melakukan hubungan antar sesama penduduk. Sebagai
negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), maka bagi penduduk Indonesia semua
permasalahan yang ada akan diselesaikan secara hukum. Permasalahan yang dialami oleh
pemeluk agama di Indonesia diantaranya adalah terjadi penyalahgunaan dan/atau penodaan
agama terhadap suatu agama yang dianut. Permasalahan ini terus terjadi dan semakin meningkat
dari tahun-tahun. Oleh karena itu perlu kajian yang mendalam untuk mengatasi permasalahan
yang ada. Dalam hal ini yang ingin dikaji adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh
negara kepada pemeluk agama di Indonesia dan bagaimanakah ketentuan tentang pemeluk
agama dalam Islam. Penulisan ini mengunakan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan
bacaan dari peraturan perundang-undangan dan referensi berupa literatur, makalah, jurnal dan
tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
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ABSTRACT

Indonesia is a diverse country with a great language, culture including religion differences of
its population it will have various problems in the relationship between the members of the
population. As a state based on law, the citizens face existing problems should be resolved
legally. The problems experienced by religion in Indonesia including fraud and/or blasphemy
against a the religion values. The problems persist and there are increasing. Therefore it needs
a research to overcome them. It needs to be examined by the legal protection granted by the
state to religions in Indonesia and how the provisions on religion in Islam. This is a literature
research conducted by collecting reading material on the legislations and the form of literature
references, papers, journals, and other writings relating to the problems.
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PENDAHULUAN
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM), karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dari sejak

manusia itu lahir. Indonesia sebagai negara hukum telah memuat jaminan terhadap HAM di
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antaranya adalah kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama atau kebebasan beragama.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa, konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia
tidaklah menganut konsep negara hukum rechtstaat yang berlaku di Eropa Kontinental, dan
bukan pula menganut konsep rule of the law dari Anglo Saxon, melainkan menganut konsep
Negara Hukum Pancasila.

Begitu pentingnya agama di Indonesia sehingga dalam Pancasila yang merupakan falsafah hidup
bangsa atau ideologi bangsa tidak memberikan kemungkinan adanya kebebasan untuk tidak beragama,
kebebasan untuk promosi anti agama, serta tidak boleh menghina atau mengotori ajaran agama atau
kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Oleh sebab itu
seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh
bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah
didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan.*

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur warga negaranya
atau penduduknya untuk bebas dalam beragama sebagaimana diatur dalam batang tubuhnya, yaitu
Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali”. Sementara itu rumusan Pasal 28E ayat (2) menegaskan
bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya”.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu”.

! Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit Angkasa,
Bandung, 1982, him. 1.
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Hazairin memberikan komentar pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: “... (1) Dalam
Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah
Islam bagi umat Islam atau tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat
Nasrani, dan seterusnya..(2) Negara RI wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam,
syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, Syari’at Budha bagi orang Budha, syari’at Hindu bagi
orang Hindu. (3) syari’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk
menjalankan dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh pemeluk agama yang bersangkutan,
menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri
menurut agamanya masing-masing.”2

Negara Indonesia memberi jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama kepada
penduduknya dengan mencerminkan kebebasan tanpa adanya pemaksaan, namun kebebasan
yang dimaksud dalam Negara Indonesia bukan bebas sebebas-bebasnya akan tetapi ada
pembatasan dalam Undang-Undang (UU) dan UU yang membatasi kebebasan beragama
tersebut adalah UU No. 1/Penetapan Presiden/1965 (UU No.1/PNPS/1965).

Perlindungan tehadap agama juga diperkuat dengan adanya Resolusi PBB mengenai
penistaan agama. Penistaan agama dinyatakan melanggar HAM. Dikutip dari Situs Resmi
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat®, dalam resolusi tersebut dijelaskan,
walaupun Resolusi itu ditentang 11 negara Barat. Sedangkan, 13 negara lainnya memilih
abstain. Anggota Dewan HAM terdiri atas 47 negara. Negara-negara Islam menyatakan
perlunya Resolusi tersebut guna membangun keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan
penghormatan terhadap agama. Dalam resolusi tersebut menyatakan bahwa “Penistaan agama
merupakan sebuah serangan serius terhadap martabat kemanusiaan yang melahirkan

keterbatasan bagi para penganutnya dan mendorong kekerasan agama”. Resolusi itu juga

2 Suparman Usman, Hukum Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, him. 111-119.
® http://www.menkokesra.go.id/content/view/10888/39/ 30-11-2009.
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mendesak negara-negara anggota untuk menjamin tempat, situs, dan simbol-simbol agama
terlindungi.

Di Indonesia penodaan terhadap agama Islam misalnya oleh LDII (Lembaga Dakwah
Islam Indonesia), Kelompok Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad dari India
sebagai nabi setelah Nabi Muhammad saw. Aliran Inkar Sunnah di Indonesia muncul tahun
1980-an ditokohi Irham Sutarto. Dimana aliran ini sedikitpun tidak mempercayai pada Sunnah
atau Hadis Nabi dan menurut mereka hanya Al-Quran yang benar sedang Hadis tidak.
Selanjutnya juga tahun 2000 aliran Al-Qiyadah al-Islamiyah berdiri. Yang dipimpin oleh
Ahmad Mushadeq alias Abdul Salam. Mushadeq mendirikan Al-Qiyadah, Cikal bakal dari
Millata Abraham dan pada selanjutnya Gerakan Fajar Nusantra (GAFATAR), Ahmad
Muzadek pada tahun 2006 mengaku sebagai nabi.

Kekerasan atas nama agama kerap terjadi baik antar umat beragama maupun di internal
umat beragama dan penodaan terhadap agama (religious blasphemy). Kekerasan antar umat
beragama seperti konflik Maluku pada tahun 1999 dan konflik Poso, Sulawesi Tengah pada
tahun 1998 — 2001. Kekerasan di internal umat beragama seperti kekerasan yang dialami oleh
kaum Ahmadiyah di Mataram, kekerasan yang dialami oleh kaum Syiah di Sampang, Madura,
Jawa Timur dan lainnya.

Di Aceh misalnya, aliran-aliran sesat yang difatwakan oleh MUI dan MPU Aceh sebagai
aliran yang sesat lagi menyesatkan sesuai dengan 13 kriteria yang telah difatwakan MUI
sebagai indikator kesesatan suatu agama, Sehingga pada tahun 2011 Muspida dan MPU Aceh
pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 telah untuk sementara telah menetapkan 14 Aliran Sesat
yang dilarang di Aceh antara lain adalah: Aliran Millata Abraham (Bireuen), Darul Argam

(Banda Aceh), Aliran Kebatinan Avidin (Sabang), Aliran Syiah (Aceh), Ajaran Ahmadiyah
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Qadiyan (Aceh), Pengajian Al-Quran Hadis (Kecamatan Simpang Ulim dan Madat, Aceh
Timur).*

Kasus penodaan agama Kristen adalah seperti yang dilakukan oleh mantan pemimpin
Jemaat Bethel Tabernakel Shekinah Heidi Eugenie yang dianggap melakukan penodaan
terhadap agama Kristen. Ketika berkhotbah di depan Komunitas Flame (Fear of the Lord
Ablaze Magnificent upon this Earth) pada Januari dan Juni 2010 dan Juni 2011, Heidi
mengatakan bahwa Tuhan dan Roh Kudus mengobrol dengannya.®

Semua yang telah tersebut di atas merupakan permasalahan yang berhubungan dengan
pemeluk agama, dan perlu kajian yang mendalam terhadap keterlibatan negara untuk
memberikan perlindungan hukum kepada pemeluk agama agar konflik dibidang agama bisa
diminimalisir dan bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga akan dikaji secara Islam
bagaimana ketentuannya terhadap pemeluk agama jika agamanya dinodai.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini
adalah: (a) Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemeluk

agama di Indonesia? (b) Bagaimanakah ketentuan tentang pemeluk agama dalam Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada studi kepustakaan. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), dilakukan
untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
serta bahan hukum tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan indentifikasi

dan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

* Laporan wartawan Serambi Indonesia, 10 April 2011.
®> Tempo.co, Selasa, 22 Maret 2012.
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1) Perlindungan Hukum oleh Negara kepada Pemeluk Agama di Indonesia

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan
hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ganguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun.®

Negara Indonesia merupakan manifestasi dari konsep kedaulatan Tuhan, kedaulatan
rakyat, dan kedaulatan hukum yang berlaku secara simultan dalam ketatanegaraan Indonesia.
Konsep bernegara dalam masyarakat Indonesia dilandasi oleh kesadaran atas Ketuhanan Yang
Maha Esa. Negara Indonesia terbentuk karena adanya kesadaran tentang persamaan senasib
oleh rakyat Indonesia, sehingga melahirkan perjanjian bersama diantara berbagai suku untuk
membentuk negara yakni negara Indonesia. Oleh karena itu kekuasaan negara dalam konteks
keindonesiaan diperoleh dari rakyat Indonesia secara keseluruhan dan dilaksanakan
berdasarkan hukum.

Sebuah Negara Hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu
melindungi dan menjamin HAM setiap warganya, misalnya salah satu hak asasi adalah hak
beragama. Disamping itu salah satu tujuan negara hukum adalah memperoleh setinggi-
tingginya kepastian hukum (rechtzeker heid) bagi warganya. Kepastian hukum menjadi makin
dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi
pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin
kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

Diskursus toleransi dan kebebasan beragama yang digagas oleh John Locke ’

menegaskan adanya pemaksaan baik secara pribadi maupun kelompok dan bahkan lewat

® Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Adytia Bhakti, Cet \V, Bandung, 2000, him. 74.
" Haryatmoko, Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat, Makalah PPs IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
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institusi untuk memeluk satu agama. Sejalan dengan Locke, keprihatinan Leibniz terhadap
konflik Katolik-Kristen yang berujung perang selama kurang lebih 30 tahun (1618-1645)
mendorongnya untuk berpikir secara plural. Dalam pandangan Leibniz, dunia ini terdiri dari
bagian-bagian kecil atau substansi-substansi sederhana yang disebut monade, setiap monade
mencerminkan dunia secara keseluruhan (universal). Oleh sebab itu, konflik atau perang
berarti berlawanan dengan harmoni universal dunia.®

Menurut William L. Reese®, negara harus mendukung toleransi dengan menjamin
keamanan warga negara dalam mengeluarkan pendapatnya secara bebas, asalkan pendapat
tersebut tidak berisi hasutan. Jika suatu agama itu berisi hasutan maka inilah nanti terindikasi
akan menodai suatu agama yaitu agama apa yang dihasut.

Kekhasan dan pentingnya kebebasan beragama, banyak yang menganggap bahwa
kebebasan beragama hanyalah sebuah subbahasan di dalam HAM secara lebih luas. Anggapan
ini memang benar adanya karena kebebasan beragama merupakan bagian terikat dari
sekelompok komoditas kebebasan dasar lainnya. Namun demikian, pernyataan tersebut
ternafikan oleh kasus menarik. Kebebasan beragama ternyata tidak hanya sebuah derivasi dari
hak-hak sipil dan politik, tetapi lebih merupakan sebuah hak independen yang membentuk
fondasi hak-hak lain dalam sosial. Ketika kebebasan beragama menjadi hak setiap orang,
maka hak-hak kebebasan yang lain akan mengikuti di belakangnya.°

Menurut Jimly As-shiddigie, negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak
setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Menurutnya,

negara yang menjamin HAM (salah satunya hak beragama), maka Setiap orang bebas

® Robert C. Solomon dan Katheleen M. Higgins, Sari Sejarah Filsafat, terjemahan Saut
Pasaribu, Yayasan Benteng Budaya, Yogyakarta, 2002, him. 370.
° Reese, Dictionary of Philosophy and Religion, Humanities Books, New York, 1999.
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memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Oleh
Karena itu negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan
oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan
menjalankan ajaran agamanya. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM
adalah tanggung jawab negara.*

Menghormati adalah merupakan kewajiban negatif, yaitu semua pihak wajib tidak
melakukan berbagai tindakan yang dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhi hak-hak umat
beragama. Melindungi dalam arti setiap warga negara dilindungi hak-haknya agar tidak
diganggu oleh pihak lain. Pemerintah misalnya dapat mengeluarkan UU untuk mencegah
pelanggaran terhadap umat beragama. Memenuhi adalah merupakan kewajiban positif, yaitu
semua pihak semestinya turut berperan serta dalam menciptakan sistem politik, hukum,
ekonomi, dan sosial yang memungkinkan umat beragama mengakses hak-haknya®?.

Rumusan sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kemudian
ditegaskan kembali dalam UUD 1945 Pasa 29 Ayat (1) dan (2), bahwa “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan
kepercayaannya itu”

Selain itu, semua umat beragama juga harus bersumbangsih terhadap perlindungan hak-
hak umat beragama yang lain dengan berusaha mempraktikkan etika global yang
dideklarasikan pada peringatan Parlemen Agama-agama Dunia di Chicago, Amerika Serikat,
tanggal 28 Agustus — 4 September 1993. Salah satu prinsip etika global tersebut adalah kultur

antikekerasan dan sikap hormat terhadap semua kehidupan. Jadi, semua umat beragama

% Nilay Saiya The Religious Freedom Peace, The International Journal of Human Rights, 2015, him. 19; 13;
369-382.
1 Jimly Asshiddigie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.
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didesak untuk melindungi kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang
kerap diabaikan.®™

Dari penafsiran gramatikal Pasal 28E ayat (2) tersebut, memang benar pada tataran
normatif, Konstitusi Indonesia telah mengatur secara tegas kebebasan beragama di Indonesia.
Namun, tidak serta merta kebebasan beragama dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk
memperbolehkan adanya ajaran ateisme sebagai hak asasi. Hak asasi yang berlaku di
Indonesia bukannya tanpa pembatasan.

Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak
asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak
tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam UU. Jadi, kebebasan beragama
yang menjadi HAM tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan yang diatur
dalam UU.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada pemeluk agama yang agamanya dinodai.
Pada tahun 1965 lahir UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama. Semula UU ini adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun
1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi UU dengan UU No. 5/1969. Bunyi
pasal-pasal dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan
atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama
yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai
kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang
dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

b) Pasal 2, ayat (1): “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah
dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan
bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

c) Pasal 2 ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau
sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan
organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran

terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama,
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

12 perserikatan Bangsa-bangsa, Frequently Asked Questions on Human Rights-Based Approach to Development
Cooperation, PBB, New York dan Geneva, 2006, him. 2-3.
13 St. Sunardi, Keselamatan Kapitalisme Kekerasan, LKiS, Yogyakarta, 1996, him. 176-177.
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d) Pasal 3: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut
ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih
terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota
dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

e) Pasal 4 : Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi
sebagai berikut: Pasal 156a “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun
barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan; a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU ini menunjukkan perlindungan hukum kepada pemeluk agama di Indonesia, yang
diberikan kepada siapapun yang melanggar dan melakukan perbuatan yang telah disebutkan
baik perorangan atau kelompok sehingga perbuatan tersebut jelas nantinya jika memenuhi
unsur dalam UU itu, Kegiatan dan perbuatan yang dilakukan belum dengan serta merta
menjadi pidana penodaan agama akan tetapi jika diulang setelah ada peringatan keras dan jika
menimbulkan permusuhan baru disebut tindakan pidana, jadi terpenuhi unsur-unsur yang
terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU tersebut.

Melihat perumusan Pasal 4 UUPNPS, sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka
umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Hal ini
memungkinkan pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan
terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pemidanaan perbuatan tersebut tanpa
dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu
ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.

Pasal 156a KUHP (dalam Penjelasan Pasal 4 UUPNPS) menjelaskan bahwa tindak
pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk memusuhi atau
menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan

ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-
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kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak
pidana.

Huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping
mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama
dari dasar negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya
dipidana. Sedangkan penjelasan pasal tersebut dalam UUPNPS dimaksudkan sebagai
peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketentraman
ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, yang menghendaki perlindungan terhadap rasa
keagamaan.

Pada 20 Oktober 2009, UU No. 1/PNPS/1965 diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
guna diuji konstitusionalitas. Dari Uji Materiil tersebut MK melalui Putusan Nomor
140/PUU-VI11/2009 menyebutkan bahwa UU ini tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Putusan MK ini menegaskan bahwa UU tersebut benar dan tidak berlawanan dengan
kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Namun demikian, UU tersebut tidak tertutup
kemungkinannya untuk dilakukan perbaikan. UU tersebut belum baik dalam artian
penyusunannya tidak sesuai dengan kaidah dan sistematika pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, RUU tentang Perlindungan Agama tersebut
harus baik dan benar serta dapat dilaksanakan sehingga perlindungan terhadap umat beragama
semakin meningkat. Jadi, RUU tentang Perlindungan Umat Beragama tersebut diharapkan
dapat mengurangi atau bahkan meniadakan kekerasan atas nama agama dan penodaan
terhadap agama.**

MK sangat hati-hati dalam mengadili perkara yang cukup sensitif. Meskipun akhirnya

menyatakan bahwa UU Penodaan Agama tetap konstitusional, namun MK mengakui bahwa
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perlu ada penyempurnaan dan kejelasan dari UU tersebut, di mana menjadi tugas dan
wewenang dari DPR. Dalam analisanya, Crouch®® menemukan setidaknya tiga pertimbangan
utama dari MK dalam memutus perkara ini:

Pertama, mengenai hubungan antara agama dan negara di Indonesia. MK menjelaskan bahwa
Indonesia adalah negara yang berketuhanan (a belief in God), dan bukan negara tidak
berketuhanan (an atheist country). Artinya, Indonesia berada di antara konsep negara sekuler
dan negara Islam, serta tidak memisahkan antara hubungan antara agama dan negara. MK
juga menjelaskan bahwa Indonesia memperkenankan adanya hubungan timbal balik antara
negara dan agama yang memperbolehkan negara untuk mengatur aktivitas kelompok-
kelompok agama. Di saat yang bersamaan, negara juga menjamin bahwa agama-agama yang
diakui memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan negara. Bagi Crouch, putusan ini
memberikan pesan secara jelas bagi negara-negara lain, khususnya negara barat, bahwa
Indonesia memiliki tradisi keagamaan (religious tradition) yang unik dan negara-negara lain
seharusnya tidak ikut campur. Selanjutnya, MK juga menegaskan bahwa negara tidak
mengakui ateisme atau hak untuk tidak beragama. Kedua, pembatasan kebebasan beragama
memiliki legitimasi dari negara. Menurut MK, pembatasan HAM yang diatur di dalam hukum
internasional dan UUD 1945 berbeda. Dalam konteks ini, pembatasan kebebasan beragama
dapat dilakukan dengan alasan ketertiban umum (public order) untuk menghindari terjadinya
kekacauan dan membahayakan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan nasional.
Selanjutnya, MK juga memberikan justifikasi bahwa penodaan agama masih merupakan
tindak pidana di banyak negara dunia. Akan tetapi, kritik dari Crouch, MK tidak membedakan
antara undang-undang tentang penodaan agama (blasphemy) dengan penistaan (defamation),
di mana di beberapa wilayah dunia, seperti di Eropa, kebanyakan negara telah menghapus
tindak pidana penodaan agama dan memperkenalkan tindak pidana penistaan. Kemudian, MK
juga menguatkan bahwa pembatasan kebebasan beragama dapat dilandasi atas pertimbangan
nilai-nilai agama (religious values), suatu ketentuan yang hanya terdapat di dalam Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945 dan bukan di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Oleh karenanya MK
menilai bahwa landasan ini berbeda dengan pertimbangan nilai-nilai moral (moral values).
Ketiga, MK juga menegaskan bahwa UU Penodaan Agama yang dikeluarkan pada masa
Demokrasi Terpimpin Soekarno (1945-1965) masih berlaku, walaupun undang-undang
darurat telah dicabut. MK juga menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (Join Decision)
yang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetap sah di bawah
peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, MK juga menekankan bahwa UU Penodaan Agama
bukan untuk membatasi hak, namun lebih untuk melindungi hak-hak dari pemeluk agama
yang merasa haknya dilanggar.'®

Terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan
umat beragama memang masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan. Data yang dirilis

oleh SETARA Institute menyebutkan bahwa pada tahun 2013 di seluruh Indonesia tercatat

!4 Saleh Partaonan Daulay, “Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama” Makalah disampaikan pada
Seminar Nasional dalam rangka menyambut hari amal bhakti Kementerian Agama RI ke 69 pada tanggal 18 Desember
2014 di Jakarta.

> pan Muhammad Faiz, Analisa dari Dr. Melissa Crouch UU Penodaan Agama dan Mahkamah Konstitusi
dimuat pada kolom khazanah, Konstitusi No. 87 — Edisi Mei 2014, him. 72-76.
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222 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 292 bentuk tindakan. SETARA
Institute, lebih lanjut menyebutkan bahwa tingginya kasus pelanggaran kebebasan beragama
dan berkeyakinan ini karena penegakan peraturan perundang-undangan yang masih kurang
baik}”. Walau data pelanggaran ini masih bisa didiskusikan tetapi seyogianya data ini
dijadikan acuan oleh aparat pemerintah, dalam melakukan perlindungan terhadap umat
beragama, sehigga menjadi lebih baik.

Bentuk perlindungan Hukum juga dengan mengeluarkan Kriteria aliran sesat oleh MUI
Pusat sebagai pedoman identifikasi Aliran Sesat pada tanggal 6 November 2007, Dalam
pedoman tersebut ditetapkan 10 kriteria aliran sesat yaitu: (1) Mengingkari salah satu dari
rukun islam; (2) Meyakini dan atau mengikuti agidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan
Sunnah; (3) Menyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran; (4) Mengingkari otensitas dan atau
kebenaran isi Al-Quran; (5) Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-
kaidah tafsir; (6) Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam; (7)
Menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul; (8) Mengingkari Nabi
Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir; (9) Mengubah, menambah dan atau mengurangi
pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari’ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat
wajib tidak lima waktu; (10) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti

mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

2) Ketentuan tentang Pemeluk Agama dalam Islam

Agama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin sangat menginginkan kebahagiaan
bagi manusia secara keseluruhan, namun manusia harus mau mengikuti jalan yang telah
diberikan oleh Allah yaitu berupa syariat Islam yang merupakan suatu jalan menuju kepada

keselamatan.

16 |
Ibid.
17 Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013, him. 26 dan 31.
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Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 telah dinyatakan oleh Allah: ... Pada hari ini
telah Aku sempurnakan agamamu untuk mu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu ...”
Ayat ini bermakna bahwa, inilah nikmat yang paling besar yang dikaruniakan Allah kepada
umat ini, karena Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak
memerlukan selain agama-Nya dan tidak memerlukan seorang Nabi pun selain Rasulullah
saw. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad diturunkan sebagai Nabi penutup yang diutus kepada
manusia dan jin. Maka tiada perkara halal kecuali yang sudah dihalalkannya dan tiada perkara
haram kecuali yang telah diharamkannya, tiada agama kecuali yang telah disyari’atkan Allah.
Setelah Allah menyempurnakan agama bagi mereka, berarti sempurnalah nikmat atas mereka.
Maka ridhailah olehmu Islam untuk dirimu karena ia merupakan agama yang diridhai Allah
dan dibawa oleh Rasul yang paling utama dan dikandung oleh kitab-Nya yang paling mulia.*®

Manusia memerlukan pegangan hidup yang bersifat absolut dan mutlak, agar dia tidak
terombang-ambing dalam ketidakpastian di dalam hidupnya. Pegangan itu merupakan ajaran-
ajaran yang terkandung dalam wahyu dan itulah yang disebut agama. Agama bersifat eternal
(abadi) dan tidak mungkin berubah. Tetapi tidak berarti bahwa sifat etermalnya itu agama
akan menjadi kaku dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah.

Fungsi Agama bagi manusia dalam Islam adalah: ° (1) agama sebagai sistem
kepercayaan; (2) agama sebagai suatu sistem ibadah; (3) agama sebagai sistem
kemasyarakatan.

Dalam fungsinya sebagai sistem kepercayaan akan memberikan pegangan yang lebih
kokoh tentang suatu masa depan yang pasti bagi manusia. Di samping itu sistem kepercayaan
yang benar dan dihayati dengan mendalam akan menjadikan manusia sebagai seorang yang

memiliki tagwa, yang mana tagwa itu akan menjadi motivator serta pengendali dalam setiap

18 Muhammad Nasib Ar Rifa’i, Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin, Cet. 1, Gema Insani
Press, Jakarta 1999, him. 26-27.

19 Zakiah Daradjat, H.M. Rasjidi, dkk, Islam Untuk Disiplin llmu Filsafat, Departemen Agama, Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1997, him. 134-135.
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gerak langkahnya sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan hina dan merusak.
Sedangkan fungsi agama yang ketiga, maka agama akan memberi pedoman dasar dan
ketentuan pokok yang harus dipegangi oleh manusia dalam mengatur hubungannya dengan
sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Dalam
hubungan ini akan lahir hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah dalam Islam akan
memberikan pedoman dasar yang harus dipatuhi untuk terciptanya kemasyarakat yang rukun
dan harmonis.?

Dalam Islam, kriminalisasi terhadap penodaan agama sebenarnya tidak dijumpai baik
dalam al-Qur’an maupun Hadis, melainkan sebagai hasil ijtihad para ulama yang kemudian
diberlakukan dalam beberapa negara Islam, dengan sanksi mulai dari yang paling ringan
seperti penjara, hingga yang paling berat yaitu pidana seumur hidup dan pidana mati. Karena
rujukan para ulama ketika melakukan ijtihadnya dalam merumuskan tindak pidana agama
dilatarbelakangi oleh masyarakat yang homogen dalam keagamaan, maka yang menjadi objek
perlindungan dari tindak pidana ini juga hanya agama Islam saja.

Dalam kehidupan publik seluruh warga negara, tanpa memandang agamanya, wajib
tunduk pada aturan yang berlaku. Sebaliknya, negara pun memberikan hak-hak setiap warga
negaranya sesuai dengan syariah Islam tanpa diskriminasi. Dengan demikian, seorang ahludz-
dzimmah, misalnya, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlakuan
hukum yang sama dengan warga negara yang beragama Islam.

Adapun terhadap agama ahludz-dzimmah, Islam telah melarang setiap celaan yang
ditujukan pada tuhan-tuhan dan sesembahan agama mereka. Hal ini karena perbuatan tersebut
dapat memicu terjadinya perlakukan serupa oleh mereka kepada Allah SWT yang jelas
merupakan kemungkaran. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan
janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena

mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah

2 1bid, him. 139-140.
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Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan
merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka
kerjakan”. (QS Al-An’am: 108). %

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam Islam kepada pemeluk nonmuslim,
di antaranya para ulama, menurut al-Qurthubi, menyatakan bahwa larangan mencela tuhan-
tuhan mereka bersifat tetap bagi umat pada segala keadaan. Jika orang kafir mencegah diri
dan takut untuk mencegah Islam, Nabi saw atau Allah azza wajalla, maka tidak halal bagi
seorang Muslim untuk mencela salib-salib mereka, agama mereka dan gereja-gereja mereka;
dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan pada hal tersebut karena itu akan
mendorong terjadinya kemaksiatan.?* Oleh karena itu, jika sebuah media di dalam negara
Islam terbukti melakukan penistaan terhadap tuhan dan keyakinan agama ahludz-
dzimmah maka penanggung jawab media tersebut akan divonis penjara hingga enam bulan.?®

Sayyid Sabig® dalam figh sunnah-nya memberikan kriteria seseorang dapat dihukumi
sesat dengan Kkriteria sebagai berikut: (1) Mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan
secara syar’i. seperti mengingkari ke-Esaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam,
mengingkari eksistensi malaikat, mengingkari kenabian Muhammad saw, mengingkari al-
Qur’an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari
kefardhuan sholat, zakat, saum, dan haji. (2) Menghalalkan apa yang telah disepakati
keharamannya. Begitu juga sebaliknya. (3) Mencaci-maki Nabi Muhammad saw dan para
Nabi sebelum beliau. (4) Mencaci-maki Islam, al-Qur’an, dan Sunnah, berpaling dari hukum
yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah. (5) Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun

kepadanya atau mengaku menjadi seorang Nabi. (6) Mencampakkan mushaf al-Qur’an atau

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan dengan Transliterasi, AsySyifa, Semarang, 2000, him.
246.

22 Al-Qurthubi, Al-Jami” i Ahkam al-Qur’dn, Dar Alim al-Kutub, Riyadh, 2003, him. 61/VII.

2 Ziyad Ghazal, Masyrii’ Qandni Wasa’il al-A’lam fi Dawlah al-Khilafah, Dar Waddah li an-Nasyr, ttp, him.
69.

# Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, him. 174.
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kitab-kitab Hadis ke tempat-tempat kotor dan menjijikkan sebagai penghinaan dan
meremehkan isinya. (7) Meremehkan Asma’ al-Husna, perintah-perintanhNya, larangan-
larangan-Nya, janji-janji-Nya, kecuali bila seorang muallaf yang belum tahu had-had dalam
Islam.

Selain itu Djazuli dalam figh jinayah-nya melengkapi kriteria mengenai aliran sesat
dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Telah terbukti mencaci Allah swt dan salah satu Rasul-
Nya, baik dengan perbuatan, ucapan, dengan disertai itikad yang tidak baik. (2) Takabbur

dengan tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah yang qath’i.?

(3) Demikian pula kalau
seseorang meniru perbuatan orang-orang nonmuslim dalam peribadatannya dan yang
semacam itu akan dianggap sebagai perbuatan murtad.®

Islam melihat negara berperan sebagai pemikul dakwah, yang menebarkan kebaikan dan
menghilangkan kemungkaran. Sungguh sebuah kesalahan bila menganggap negara tidak
berhak mengurusi agama, atau beranggapan agama bukan bagian dari tugas negara.
Memisahkan agama dengan negara adalah kesalahan yang menjadi awal kelemahan dan

kerusakan .2’

Negara yang diwakili pemukanya, baik itu presiden, perdana menteri, raja,
khalifah dan sebagainya, mempunyai tugas dan kewajiban terkait dengan pemeliharaan warga
negaranya. Tugas pertama dan utama negara adalah menjaga agama agar tetap berdiri di atas
pondasinya yang kokoh, selaras dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang disepakati.
Jika muncul pihak yang melenceng dari ajaran atau menyebarkan kesyubhatan, maka negara
harus memberikan keterangan padanya, menunjukkan kebenaran dan menerapkan sangsi dan

hukuman bila diperlukan, sehingga agama tetap terjaga dari cela dan umat terpelihara dari

ketergelinciran.?®

% Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), him. 114.

% Abdurrahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, him. 72,

%" Hasan Al-Banna, Majmu’ah Rasail, Dar at-Tauzi’ wa an-Nasyr allslamiyah, Cairo, 1412 H/1992 M, him. 317.

2 Mawardi, Al-, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, Al-Maktab al-Islami, Beirut, Cet. I,
1416 H/1996 M, him. 29.
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Bentuk perlindungan hukum lain juga, orang-orang kafir yang menjadi warga negara
dalam negara Islam diberi kebebasan untuk memeluk agama mereka. Islam juga
mengharamkan kaum Muslim untuk memaksakan keyakinannya kepada pemeluk agama lain.
Tempat ibadah mereka juga harus dijaga, termasuk para pemuka agama mereka. Ini sejalan
dengan pernyataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat
40 Meski demikian, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Ahludz-dzimmah, misalnya,
dilarang menampakkan syiar-syiar agama mereka seperti membunyikan lonceng gereja di
tengah kehidupan kaum Muslim, memajang salib-salib mereka di luar gereja dan rumabh,
mengeraskan suara-suara peribadatan mereka serta memamerkan babi dan khamar di tengah
kaum Muslim. %

Selain itu, sebagaimana pernyataan Imam Syafii, Khalifah harus mensyaratkan kepada
mereka bahwa siapa saja dari mereka yang mengatakan tentang Kitabullah, Muhammad
Rasulullah atau ajaran agama Allah yang tidak pantas dan melakukan berbagai pelanggaran
lainnya, seperti berzina dengan wanita Muslim, menjadi mata-mata negara kafir harbi atau
menjadi perompak, maka perjanjian dengan mereka terputus.®

Mereka juga tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan agama mereka. Hal ini karena
perbuatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyebaran kemungkaran. Allah SWT
berfirman yang artinya: “Jika mereka melanggar janji mereka setelah mereka berjanji dan
mencela agama kalian maka perangilah orang-orang kafir tersebut karena tidak ada lagi
janji atas mereka. Ini agar mereka berhenti (berbuat demikian) (QS at-Taubah, ayat 12). Ayat
ini menurut al-Qurthubi dijadikan dalil oleh sebagian ulama atas kewajiban membunuh setiap
orang yang mencela (ath-tha’n) agama Islam karena ia telah kafir. Celaan terhadap Islam
menurut beliau adalah menisbahkan apa yang tidak pantas pada Islam serta meremehkan

bagian ajaran agama yang telah ditegaskan kebenaran pokoknya dan kelurusan cabangnya

 bnu Qayyim, Ahkam Ahl adz-Dzimmah, Dar Ibnu Hazm, 1997, Beirut, him. 1170/111.
% Ibid., him. 1234.
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secara gath’i. Salah satu contoh bentuk penodaan tersebut adalah celaan terhadap Nabi saw.
Menurut sebagian besar ulama, orang yang mencela Nabi saw., merendahkan martabatnya
atau menyifatinya dengan hal-hal yang tidak pantas maka hukuman baginya adalah hukuman
mati.** Dalam perkara akidah, seorang Muslim dianggap telah melakukan penyimpangan jika
telah melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai perbuatan riddah yang mengantarkannya
pada kekafiran. Jika ia melakukan pelanggaran terhadap hukum syariah maka ia dianggap
berdosa. Namun, jika yang ditinggalkan itu adalah hukum vyang telah ditetapkan
secara gath’i dan ia mengingkari kebenarannya maka ia pun jatuh dalam kekafiran.

Imam at-Taftazani memberikan penjelasan beberapa kategori perbuatan yang dianggap
kafir yaitu: mengingkari hukum-hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash
yang gath’i dari al-Quran dan as-Sunnah; menghalalalkan maksiat, besar atau kecil, yang
ditetapkan berdasarkan dalil gath’i, menganggap ringan kemaksiatan dan mengolok-olok
syariat. Oleh karena itu, misalnya, orang yang menganggap khamar itu halal, menganggap
halal menjimak istrinya dalam keadaan haid, menyifati Allah dengan nama yang tidak pantas
atau menjelek-jelekkan nama-Nya, perintah-Nya ataupun menafikan janji-Nya maka ia telah
kafir.3? Hal senada juga dikatakan oleh Abu al-1zz al-Hanafi yang mengatakan, tidak ada
perbedaan di kalangan kaum Muslim bahwa jika seseorang mengingkari perkara wajib yang
jelas mutawatir, keharaman yang jelas mutawatir atau semisalnya, maka ia diminta untuk
bertobat. Jika ia bertobat maka diterima. Namun jika ia menolak maka ia harus dihukum
mati.*®

Al-Ghazali juga mengatakan bahwa orang yang mengingkari salah satu pokok-pokok
syariah yang telah diketahui secara mutawatir dari Rasulullah saw., seperti mengatakan bahwa

shalat lima waktu tidak wajib meski telah dibacakan atasnya firman Allah SWT dan Hadis

31 Al-Qurthubi, Op. Cit., him. 82-63/VIII.

% At-Taftazani, Syarh al-4qd 'id an-Nasafiyyah, al-Maktabah al-Azhariyyah asy-Syarif, Mesir, 2000, him. 150.

% Abu al-1zz al-Hanafiy, Syarh at-Thahawiyyah fi al-‘4gidah as-Salafiyyah, Jami’ah Imam Muhammad bin
Saud al-Islamiyyah, Arab Saudi, him. 268.
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Rasul, lalu ia mengatakan, “Saya tidak mengetahui ini berasal dari Rasulullah,” atau,
“mungkin beliau salah, melakukan penyimpangan.”**

Abdurrahman al-Maliki * telah memberikan klasifikasi secara rinci tentang hal-hal
apa saja yang membuat seseorang murtad baik berupa keyakinan, keraguan, ucapan ataupun
perbuatan. Hal-hal tersebut adalah: (a) meyakini apa saja yang telah dilarang secara gath’i dan
mengingkari perkara yang telah diketahui secara umum dalam agama (ma 'liim/un] min ad-din
bi ad-hardrah)seperti mengingkari kewajiban potong tangan bagi pencuri; (b) meragukan
perkara-perkara akidah yang dalilnya gath’i seperti meragukan Nabi Muhammad saw; (c)
mengucapkan sesuatu yang tidak mengandung makna lain (ta 'wil) bahwa hal tersebut adalah
kekufuran, misalnya, mengatakan bahwa lIsa adalah anak Allah; (d) melakukan perbuatan
yang tidak ada kemungkinan (za 'wil) lain bahwa perbuatan tersebut adalah kekufuran, seperti
orang yang sujud di depan patung atau beribadah di gereja dengan cara-cara Nasrani. Upaya
ini untuk menjaga kebersihan agama Islam dari berbagai penyimpangan merupakan tugas
utama negara Islam. Dalam rangka menjaga kebersihan dan kekuatan akidah umat Islam,
selain aktif memberikan pendidikan kepada warganya, negara juga memberlakukan sejumlah
sanksi yang tegas atas siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang mencela dan
melecehkan akidah Islam serta melakukan penyebaran pemikiran kufur, pemikiran yang
meragukan Islam dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agidah Islam.

Imam al-Mawardi mengatakan, “Tugas pertama Khalifah adalah memelihara pokok-
pokok agama dan apa yang telah disepakati oleh para salaf ash-shalih. Oleh karena itu, jika

muncul ahli bid’ah, orang yang menyimpang yang membawa keragu-raguan, maka Khalifah

harus memberikan argumentasi yang jelas kepadanya, menunjukinya pada kebenaran serta

¥ Al-Ghazali, Al-Iqtshad fi al-7tigdd, Dar wa Maktabah al-Hilal, Beirut, 1993, him. 271.
% Al-Maliki, An-Nizham al- ‘Ugiibdt, Dar al-Ummah, Beirut, 1990, him. 85.
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memberikan apa yang pantas baginya, termasuk sanksi. Ini dilakukan agar agama Allah
terpelihara dari kerusakan dan umat tercegah dari penyimpangan.”

Kitab Nizham al-'Ugibdr®" dijelaskan beberapa tindakan yang dikategorikan menodai
agama lIslam beserta sanksi yang dapat diterapkan negara atas pelakuknya: (a) orang yang
melakukan propaganda ideologi atau pemikiran kufur diancam hukuman penjara hingga 10
tahun. Jika ia seorang Muslim maka sanksinya adalah sanksi murtad, yakni dibunuh; (b) orang
yang menulis atau menyerukan seruan yang mengandung celaan atau tikaman terhadap akidah
kaum Muslim diancam 5-10 tahun. Jika celaan tersebut masuk dalam kategori murtad maka
pelakunya (jika Muslim) dibunuh; (c) orang yang melakukan seruan pemikiran kufur kepada
selain ulama, atau menyebarkan pemikiran kufur melalui berbagai media, dipenjara hingga 5
tahun; (d) orang yang menyerukan seruan pada akidah yang dibangun atas dalil zhann atau
pemikiran yang dapat mengakibatkan kemunduran umat Islam dicambuk dan dipenjara hingga
5 tahun; (e) orang yang meninggalkan shalat dipenjara hingga 5 tahun; jika tidak berpuasa
tanpa uzur, ia dipenjara dua bulan dikalikan puasa yang ia tinggalkan; dan orang yang
menolak menunaikan zakat, selain dipaksa membayar zakat, ia dipenjara hingga 15 tahun.

Pada masa pemerintahan Islam. aturan di atas telah ditegakkan oleh Nabi saw. dan para
Khalifah setelahnya. Jabir ra. berkata, “Ummu Marwan telah murtad. Lalu Rasulullah saw.
memerintahkan untuk menawarkan Islam kepadanya. Jika ia bertobat maka diterima, namun
jika tidak maka ia dibunuh.” (HR al-Baihaqi dan ad-Daruquthni). Umar bin Abdul Aziz,
misalnya, pernah mendebat dan menyadarkan Ghilan ad-Dimasyqi, seorang tokoh Qadariah

yang berpendapat bahwa tidak ada takdir Allah dan Allah tidak bersemayam di atas 'Arsy.

Namun, pada masa Hisyam bin Abdul Malik, orang tersebut kembali menyebarkan idenya.

% Al-Mawardi, Op. Cit., him. 15.
37 Al-Maliki, Op. Cit., him. 200.
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Setelah mendapatkan bantahan dari Khalifah dan Imam al-Auza’i, sementara ia tetap kukuh

dengan pendapatnya, maka ia pun dibunuh dan disalib.*®

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada pemeluk agama
sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha
Esa, di mana negara Indonesia meskipun bukan negara yang berlandaskan pada agama
tertentu akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang beragama, sehingga setiap pemeluk
agama harus dijamin haknya dan dilindungi secara hukum dari semua tindakan yang
merugikan pemeluk agama tersebut. Perlindungan hukum telah tertuang di dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E, 28 J dan Pasal 29. Selanjutnya juga
dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
Dalam Islam pemeluk agama juga sangat dilindungi oleh negara apakah dia muslim atau
bukan muslim asal dia tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh negara atau
khalifah, maka dia tetap akan dilindungi tetapi jika dia mengganggu atau menodai agama baik
Islam atau agama lain maka ia akan menerima sanksi dari yang ringan sampai yang berat,

bahkan sampai hukum mati.
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